BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN UPAYA PENANGGULANGAN
TERORISME DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan sejarah singkat terorisme dan penyebaran jaringan
terorisme di Indonesia serta pemaparan beberapa rangkaian kasus terorisme yang
pernah terjadi di Indonesia. Data yang didapatkan diolah dari literatur dan
penelitian terdahulu seputar terorisme global dan Indonesia sendiri. Cikal bakal
terorisme di Indonesia, dinilai berawal dari pemberontakan DI/TII di Jawa Barat
dan Sulawesi Selatan pada Orde Lama, hingga kasus terakhir yakni pengeboman

Gereja di Surabaya dan penyerangan terhadap polisi di Riau.

Penjelasan singkat sejarah terorisme di Indonesia dianggap penting untuk
dibahas dalam bab ini untuk mengetahui motif, latar belakang, serta sasaran dari
penyebaran faham terorisme di Indonesia, sehingga proses pencegahan yang
dilakukan di akar rumput dapat tepat sasaran pula, sesuai dengan tema pada
penelitian ini. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dijelaskan beberapa upaya
melawan terorisme yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini
serta hambatan dan kekurangannya, sehingga membutuhkan pengembangan dan
pembaruan untuk efektifitas dan tercapainya tujuan yang diinginkan oleh
pemerintah dan bangsa Indonesia. Data didapatkan dari literatur, hasil wawancara
dan dokumen masing-masing komunitas lokal. Hal tersebut dianggap penting
untuk dijelaskan dalam bab ini dengan tujuan untuk mengetahui upaya-upaya
yang dilakukan serta melihat kelemahan yang terdapat dalam upaya pencegahan

terorisme dewasa ini di Indonesia. Sehingga hal tersebut dapat menjadi celah agar
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penelitian ini memiliki kontribusi dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia

ke depannya.

2.1 Sejarah Terorisme di Indonesia

Beberapa penulis mengklaim bahwa kasus pertama dari radikalisme Islam di
Indonesia dapat ditelusuri ke tahun 1803 ketika gerakan Padri (sebuah kelompok
revivalist muslim) muncul di Sumatera Barat. Karena penduduk lokal Indonesia
meminta bantuan pasukan Belanda, gerakan PADRI dapat dikalahkan pada tahun
1938 dan tidak muncul lagi. Sedangkan, sebagian besar pengamat
mengidentifikasi awal mula munculnya kelompok-kelompok ekstremis Islam
berawal dari Darul Islam. Ketika konstitusi Indonesia mendefinisikan Pancasila
sebagai ideologi nasional, tidak mengacu pada Islam terdapat kelompok Islam
yang tidak puas dan menyebabkan pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat pada
tahun 1948 yang kemudian menyebar ke wilayah lain di Indonesia, sampai pada
tahun 1960. Beberapa tahun kemudian ketika rezim Soeharto berkuasa (1967),
politik Islam kembali ditekan dan digolongkan sebagai ekstrem kanan. Namun,
setelah Soeharto sadar bahwa ia telah kehilangan dukungan militer di Indonesia,
maka penguasa Orde Baru itu pun kembali melirik umat Islam untuk
mempertahankan status quo. Untuk mencapai tujuan tersebut, Suharto mendukung
pembangunan madrasah dan masjid. Beberapa pengamat juga menilai bahwa hal
tersebut mungkin menjadi salah satu pendorong awal di balik munculnya

ekstremisme Islam saat ini di Indonesia (Galamas, 2015:3).

Ketika rezim Soeharto jatuh pada tahun 1998, konteks politik di Indonesia

mencoba pindah dari sistem yang otoritarian ke demokrasi. Hal ini
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memungkinkan kelompok-kelompok ekstremis yang sebelumnya ditekan
kekuatan politik muncul. Ketika era kepresidenan Abdurrahman Wahid,
kebebasan berbicara diizinkan untuk kelompok-kelompok Muslim radikal,
termasuk beberapa yang memiliki tujuan untuk merusak politik negara pluralisme
dan ingin menggantinya menjadi Khilafah. Puncaknya terjadi pada 12 Oktober
2002, dimana terjadi serangan teroris di Bali yang dilakukan oleh Jemaah

Islamiah menewaskan 202 orang, kebanyakan dari mereka adalah turis asing.

2.1.1 Jemaah Islamiyah (JI)

Jamaah Islamiyah (JI), didirikan oleh dua orang mantan anggota Darul Islam (DlI),
yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Karena tekanan dari pihak Polri
(Polisi Republik Indonesia) mereka melarikan diri ke Malaysia sehingga JI baru
didirikan secara resmi pada tahun 1993 ketika Sungkar dan Ba’asyir berada di
Malaysia. Lima tahun kemudian keduanya kembali ke Indonesia ketika Presiden
Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Pada tahun 1999, dengan kematian

Abdullah Sungkar, Ba'asyir mengambil kendali organisasi (Galamas, 2015:3-5).

Keberadaan JI pernah meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura. , Filipina
Selatan, dan bahkan sampai Australia. la memiliki struktur hirarki yang
didefinisikan dengan jelas dalam Pedoman Perjuangan Umum Jamaah Islamiyah
tahun 1996, sistem komando regional, dan budaya organisasi yang kuat dengan
aturan administrasi dan saluran pendanaan yang jelas (Hwang, 2012:2). Untuk
urusan pendanaan, JI menggunakan metode amal Islam, bersama dengan
keuntungan dari perusahaan, sistem hawala, penyelundupan senjata dan

pemerasan. Jaringan teroris JI menjadi dikenal luas setelah bom Bali tahun 2002,
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tetapi serangan lain juga dikaitkan dengan jaringan ini seperti peledakan bom
mobil di tempat parkir bawah gedung Bursa Efek Jakarta pada bulan September
2000, pembunuhan (atau upaya pembunuhan) pejabat politik domestik dan asing,
personil polisi dan militer. JI pula dikenal memiliki jaringan dengan al-Qaeda,
namun kedua organisasi tersebut memiliki tujuan terpisah dimana Al-Qaeda
memiliki agenda yang lebih global dan JI telah secara jelas memiliki tujuan

regional (Galamas, 2015:3-5).

JI selalu terbagi antara yang menyukai penggunaan taktik teror dan yang
percaya bahwa kekerasan diperbolenkan hanya di daerah konflik, seperti
Afghanistan selama Perang Soviet-Afganistan, atau Ambon atau Poso selama
masih ada konflik komunal. Anggota JI yang kecewa dengan pengeboman tanpa
pandang bulu, akibatnya di antara anggota JI, ada yang meninjau kembali peran
mereka dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam gerakan, ada pula yang sudah

tidak aktif, atau menjauh dari gerakan ini (Galamas, 2015:3-6).

2.1.2 Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Lahir dan berkembangnya MMI tidak lepas dari peran Abu Bakar Ba’asyir yang
kemudian menjabat sebagai ketua umum. Setidaknya ada 3 latar belakang lahirnya
MMI: (1) ideologis, untuk melaksanakan Islam secara kaffah adalah kewajiban
muslim, (2) historis, bahwa Indonesia tidak memiliki kepemimpinan ummat, (3)
kondisional, yaitu tumbuhnya demokrasi paska Orde Baru. Pada 1999 Ba’asyir
kembali ke Indonesia dan mengadakan Kongres Mujahidin 1 di Yogyakarta pada
tahun 2000. Kongres itu bertema “Penegakan Syariat Islam” dan dihadiri 1800

peserta dari 24 provinsi serta beberapa utusan luar negeri. Dari Kongres itu lahir



37

amanat kepada 32 tokoh Islam untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam
melalui wadah yang disebut Majelis Mujahidin yang diketuai oleh Abu Bakar
Ba’asyir. Kongres ini merupakan deklarasi resmi pendirian MMI di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2000. Bagi MMI ada 3 ciri utama tegaknya syariat Islam
dalam negara, yaitu (1) kekuasaan pemerintah ada di tangan muslim, (2) kebijakan
pemerintah harus sesuai dengan syariat Islam, (3) pembangunan budaya sesuai

dengan akhlak Islami (Loveita, 2017:11)

2.1.3 Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)

JAT didirikan pada tahun 2008 oleh Abu Bakar Ba'asyir (mantan kepala Jemaah
Islamiyah), sebagai kelompok jihadis di atas tanah. Berfokus pada dakwah,
berpartisipasi dalam demonstrasi, menerbitkan majalah, dan melakukan
perekrutan untuk menyebarkan ide-ide Salafi-Jihadis. JAT memiliki struktur
organisasi yang jelas, memiliki kantor cabang regional sampai ke tingkat daerah
dan memiliki sayap paramiliter dilatih. Beberapa serangan skala kecil terutama
pemboman masjid polisi Cirebon dan penusukan seorang perwira polisi di Bima,

dilakukan oleh pemuda yang memiliki hubungan dengan JAT (Hwang, 2012:3).

Ba’asyir mendirikan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) untuk menerapkan
Khilafah di Indonesia. Ba’asyir memutuskan untuk membuat grup ini setelah
bersebrangan dengan anggota MMI. Untuk tujuan propaganda, JAT menggunakan
media sosial, menerbitkan majalah bulanan, memiliki situs web sendiri dan
memproduksi video online yang sebagian besar berisi ceramah Ba’asyir. Pada
tahun 2010, BNPT mengungkap sebuah kamp pelatihan teroris JAT yang

kemudian menyebabkan hukuman penjara Ba'aysir (Galamas, 2015:5-6).
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2.1.4 Laskar Jihad

Laskar Jihad didirikan pada 30 Januari 2000 oleh panglima, Ja'far Umar Thalib,
yang memproklamirkan keberadaan Laskar Jihad di depan lebih dari 10.000 umat
muslim yang berkumpul di Stadion Kridosono Yogyakarta. Sayap paramiliter
Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah ini (FKAWJ) dibentuk sebagai
respon terhadap ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di
Ambon, Maluku. Laskar Jihad mengatur pelatihan militer kepada para
sukarelawan di sebuah kamp di Bogor. Tanpa memperdulikan ketidaksetujuan
Presiden Abdurrahman Wahid, sekitar 3.000 anggota Laskar Jihad berangkat ke

Ambon setelah bulan April 2000 (Hasan, dalam Lim: 2005:12-18).

Karena sifat militernya, Laskar Jihad memiliki struktur yang mirip dengan
tentara Indonesia, termasuk brigade, peleton, tim dan departemen intelijen.
Kekuatan Laskar Jihad adalah kemampuannya untuk mempengaruhi opini publik
dengan menggunakan jaringan komunikasi massa. Misalnya, dengan mengangkat
narasi yang diadopsi dari isu-isu keagamaan di Maluku, Laskar Jihad mulai dilihat
sebagai organisasi yang membela Muslim di wilayah-wilayah konflik di
Indonesia. Tiga hari setelah pemboman di Bali pada 12 Oktober 2002, Laskar
Jihad secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah bubar, meskipun
organisasi itu telah secara informal menghentikan semua kegiatan sehari sebelum
bom Bali. Para syekh mulai mengklaim kondisi di Maluku tidak lagi kondusif
untuk jihad yang dapat dibenarkan. Laskar Jihad juga dituduh oleh para syekh
Salafis telah menyimpang dari prinsip-prinsip Salafi karena terlalu politis dan
tidak lagi hanya membawa kepentingan untuk membela umat Islam namun

terdapat kepentingan lain dalam kegiatannya (Lim, 2005: 12-15).
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2.1.5 Mujahidin Indonesia Timur (MIT)

Pada bulan-bulan terakhir tahun 2012, JAT Poso (Sulawesi Tengah) membangun
relasi dengan berbagai kelompok di wilayah tersebut untuk membentuk Mujahidin
Indonesia Timur (MIT). Dari kelompok ini, Santoso (mantan komandan di JAT)
muncul sebagai pemimpin dan setelah pembentukannya, konfrontasi dengan pihak
kepolisian Indonesia dimulai. Konfrontasi ini termasuk pembunuhan petugas
polisi dan pemboman. MIT merupakan salah satu dari beberapa jaringan militan
aktif di Indonesia, dengan fokus khusus di Jawa dan Sulawesi. Jaringan khusus ini
telah mengumpulkan sekelompok veteran tempur (bukan rekrutan yang tidak
berpengalaman) yang kadang-kadang digunakan oleh organisasi radikal lainnya.
Lokasi yang dipilih, yakni Poso memungkinkan anggota MIT untuk
mengumpulkan beberapa dukungan lokal karena konfrontasi agama sebelumnya.
Selain melakukan penipuan, metode lain pendanaan kelompok ini termasuk

perampokan bank dan kegiatan kriminal lainnya (Galamas, 2015:8-9).

2.1.6 Negara Islam Irak dan Syria (ISIS)

Islamic State Iran and Syam dianggap sebagai musuh baru bagi keamanan di
Indonesia. Kekhawatiran pihak berwenang muncul karena terdapat peningkatan
perekrutan 1SIS di Indonesia dan menjadikan negara ini menjadi pemasok anggota
ISIS terbesar di Asia Tenggara. Kebanyakan orang Indonesia yang ke Suriah
menggunakan jaringan yang difasilitasi oleh JI. Pihak berwenang Turki sempat
menangkap 16 orang Indonesia yang berusaha menyeberangi perbatasan ke
Suriah. Selain itu, perekrutan ISIS di Indonesia juga melihat Suriah sebagai lokasi
yang sah untuk berjihad. Pada bulan Juli 2014, ketika pemimpin Negara Islam

Abu al-Baghdadi muncul dalam video YouTube yang digunakan untuk menarik
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orang Indonesia untuk bergabung dengan ISIS, beberapa pemimpin dari kelompok
radikal berjanji setia kepada pasukan ISIS, seperti Ba'asyir mantan ketua JI dan

JAT yang sekarang dipenjara.

Kekhawatiran pihak berwenang jika terjadi penyebaran ISIS di Indonesia
karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di
dunia, 80% di antaranya aktif menggunakan media sosial, sehingga dianggap
sebagai penerima yang rentan terhadap pesan radikalisme. Majelis Ulama
Indonesia mendefinisikan ISIS sebagai gerakan kekerasan dan radikal, dan
meminta muslim untuk menolak cita-cita radikalisme. ISIS dianggap lebih
berbahaya dari Al-Qaeda sebab ISIS akan melawan negara-negara Muslim yang
tidak menerapkan hukum Islam sesuai dengan interpretasi ISIS. Para ahli telah
memperingatkan bahwa orang-orang Indonesia yang direkrut 1SIS sewaktu-waktu
bisa kembali dari Irak dan Suriah dan melakukan kekerasan atas nama jihad di
Indonesia seperti yang lakukan mantan perang Afghanistan. Dalam sebuah video
yang disiarkan pada 24 Desember 2014, misalnya, seorang pejuang ISIS
Indonesia memperingatkan bahwa kelompok itu akan menyerang tentara, polisi
atau siapa pun yang menentang penerapan hukum syariah di Indonesia (Galamas,

2015:9-11)

Tabel 2.1: Beberapa Rangkaian Teror yang terjadi di Indonesia

. Korban Korban
No | Tanggal Lokasi Tewas Luka
1 | 1 Agustus 2000 Kediaman Duta Filipina, Jakarta Besar | 2 orang 21 orang

Sejumlah Pekanbaru, Sukabumi,
2 | 24 Desember 2000 | Mataram gerejadi  Batam, Jakarta, 16 orang 96 orang
Mojokerto,
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3 | 1 Januari 2002 Gerai KFC, Makassar - -
4 | 12 Oktober 2002 Paddy’s Pub dan Sari Club di Kuta, Bali | 202 orang | 300 orang
5 | 5 Desember 2002 Gerai McDonald, Makassar 3 orang 11 orang
6 | 5 Agustus 2003 Hotel JW Marriot 11 orang 152 orang
7 |10 Januari 2004 Cafe di Palopo, Selatan Sulawesi 4 orang -
8 | 9 September 2004 Kantor Australia Kedutaan Besar 9 orang 161 orang
9 | 12 Desember 2004 | Gereja Immanuel - -
10 | 1 Oktober 2005 RAJA’s Bar dan Restaurant, Bali 22 orang 102 orang
11 | 31 Desember 2005 ngﬁr Tradisional Sulawesi Tengah di | g .0 | 45 orang
12 | 17 Juli 2009 ;Okt;rltgw Marriott dan Ritz- Carlton, 9 orang
13 | 15 April 2011 Masjid Polresta Cirebon 1 orang 25 orang
14 | 25 September 2011 | GBIS Solo 1 orang 3 orang
15 | 19 Agustus 2012 Pospam Gladak, Solo,
16 | 9 Juni 2013 Bom Polres Poso 1 orang 1 orang
17 | 14 januari 2016 Jalan Thamrin 8 orang
18 | 5Juli 2016 Markas Kepolisian Resor Kota Surakarta | 1 orang 1 orang
19 | 28 Agustus 2016 Gereja Katolik Stasi Santo Yosep 2 orang
20 | 13 November 2016 | Gereja Oikumene Kota Samarinda, 1 orang 3 orang
21 | 14 November 2016 | Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang

Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela,

Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau
22 | 13 Mei 2018 GPPS Jemaat Sawahan dan di Gereja 11 orang. | 40 orang

Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro 146,
Surabaya

Sumber: Diolah dari berbagai sumber



https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda
https://id.wikipedia.org/wiki/Vihara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Singkawang
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2.2 Perkembangan Upaya Perlawanan terhadap Terorisme di Indonesia

Setelah berlalunya Bom Bali yang menewaskan lebih dari 200 jiwa. Indonesia
menerima berbagai penghargaan dalam upayanya memerangi aksi terorisme. Data
dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 900 militan
yang terlibat dalam aksi terorisme telah ditangkap selama dekade terakhir,
termasuk pemimpin, ideolog, dan perekrut aksi. Namun disisi lain, ada
perkembangan yang terus terjadi dalam tubuh terorisme di Indonesia, ditandai
berbagai aksi terorisme selain pemboman, seperti pembunuhan petugas, serangan
terhadap tempat-tempat ibadah seperti gereja, pembunuhan para Imam, dan
lainnya. Ini menunjukkan bahwa tindakan terorisme tidak lagi ditujukan pada
'musuh asing' (seperti Amerika Serikat, Yahudi, dan sekutunya), tetapi
menargetkan lebih banyak 'musuh domestik' (seperti anggota agama lain atau
pemerintah lokal yang mendukung Amerika Serikat dan kebijakan Yahudi).
Kebijakan kontra-terorisme di Indonesia adalah produk dari sistem politik yang
beralih dari otoritarianisme ke demokrasi. Indonesia mengembangkan kebijakan
dengan langkah-langkah keras untuk memerangi terorisme dan pada saat yang

sama tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang didukung oleh negara.

Sebagai negara demokrasi baru, Indonesia mencoba untuk memastikan
bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan upaya untuk mengatasi terorisme dapat
diimplementasikan secara bersamaan. Meskipun sudah pasti ada beberapa
masalah dengan kebijakan ini, namun tetap dapat meminimalkan penyebaran
ideologi jihadis. Di dalam situasi keterbukaan dengan masyarakat sipil yang kuat
dan juga kebebasan politik, tidak perlu ada gerakan-gerakan kekerasan untuk

muncul kepermukaan karena aspirasi mereka dapat diperdebatkan dan
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diakomodasi di depan umum. Namun demikian, kelompok-kelompok seperti DI,
Jema'ah Islamiyah, serta IS lebih memilih jalan kekerasan dan tidak ingin
berpartisipasi dalam saluran politik konvensional dalam sistem demokrasi yang
ada. Meskipun ancamannya cukup jelas, pemerintah tidak dapat secara langsung
menangkap tersangka teroris atau membubarkan organisasinya. Selain tidak
memiliki alat hukum yang memadai setelah Undang-Undang subversi dicabut
setelah jatuhnya Suharto, pemerintah juga mencoba bersikap peka terhadap
kelompok-kelompok Islam yang pada awalnya tidak percaya bahwa terorisme
sedang diperjuangkan oleh orang-orang yang beragama. Instrumen hukum untuk
menangkap tersangka teroris akhirnya dibuat pada tahun 2002 dengan
dikeluarkannya Keputusan Presiden. Namun, Undang-Undang sekarang perlu
direvisi, karena itu dibuat secara tergesa-gesa untuk memberikan alasan hukum
untuk menahan teroris yang terlibat dalam pemboman Bali pada tahun 2002

(Sukabdi, 2015:36-41)

Untuk mencegah munculnya radikalisme dan kekerasan, pemerintah juga
bisa menggunakan hukum lain yang terkait dengan kebencian dan intoleransi.
Itulah mengapa revisi terhadap Undang-Undang anti-terorisme terus mengalami
penundaan sehingga akhirnya direvisi pada tahun 2016 dan disahkan pada tahun
2018. Meskipun demikian, LSM masih prihatin dengan potensi penyalahgunaan
kekuasaan oleh pemerintah negara. Muhammadiyah dan beberapa LSM seperti
Komnas HAM misalnya, mengkritisi penanganan seorang tersangka teroris
Siyono yang meninggal di tangan pasukan khusus Indonesia kontra-terorisme
Densus 88, yang tidak mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia, pada bulan

April  2016. Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
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menginginkan kekuatan yang lebih besar setelah revisi undang-undang anti-
terorisme untuk memungkinkannya bertindak lebih efektif dalam menangkap dan
mencegah terorisme. Indonesia menunjukkan bahwa dalam melawan terorisme
dan upaya serius untuk mendapatkan legitimasi dari orang-orang sebelum
mengambil tindakan adalah hal yang diperlukan sebagai bagian dari narasi besar

untuk melawan propaganda terorisme (Hara, 2016:2).

2.2.1 Respon Pemerintah Indonesia terhadap Terorisme Pasca Orde Baru

Respons Indonesia terhadap ancaman terorisme transnasional dan kelompok-
kelompok Islam radikal yang terkait, telah mengalami perubahan mendasar sejak
reformasi. Perubahan tersebut mencerminkan sikap yang berkembang, baik dari
pihak yang berwenang maupun masyarakat luas. Johnson (2016:30) membagi tiga

periode perubahan kebijakan:

a) Periode 1998-2001

Dengan jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998, pemerintah Indonesia
menghadapi kekerasan komunal dan main hakim sendiri di banyak wilayah,
seperti Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara, ditambah dengan gerakan
separatis di Aceh dan Timor Timur. Keterkaitan kelompok-kelompok teror dalam
serangan 9/11 dan tekanan AS yang mengidentifikasi kelompok-kelompok radikal
Indonesia sebagai teroris dan menyerukan Indonesia membubarkan kelompok
tersebut masih tidak menimbulkan kekhawatiran baik oleh pihak berwenang
Indonesia maupun masyarakat umum. Hal tersebut ini berakhir dengan ketika
terjadi kekerasan dan konflik antaragama yang kemudian menyebar ke seluruh

Indonesia.



45

b) Periode 2002-2008

Bom Bali yang menewaskan dan melukai lebih dari 200 orang mengurangi
dukungan publik terhadap kelompok Islamis radikal. Untuk pertama kalinya,
pemerintah mengakui bahwa kelompok teroris domestik - transnasional, jika
dibiarkan, terbukti berbahaya pada pemerintah Indonesia dan warganya. Hal ini
diikuti dengan dua tindakan, yaitu pembentukan Detasemen Khusus-88 (Densus-
88) dan penangkapan para tersangka teroris. Pemerintah Megawati dan DPR
memberlakukan Undang-Undang Anti-Teror pada tahun 2003 di mana pembom
Bali dan afiliasi jihadis lainnya berhasil diadili dan dipenjara. Sayangnya periode
ini masih ditandai oleh kegagalan pemerintah untuk memberi label kelompok
radikal, seperti JI, sebagai teroris. Hal ini disebabkan oleh rasa takut sisa sentimen
publik yang meyakini bahwa tindakan ini adalah bagian dari GWOT AS. Setelah
pemboman Bali kedua pada tahun 2005 (Bali-Il), publik sepenuhnya mendukung
perlawanan kepada teroris. Hal ini membuka pintu bagi pemerintah Indonesia,
pemerintah AS dan Australia, untuk semakin meningkatkan upaya penegakan

hukum.

c) Periode 2009 sampai Sekarang

Jangka waktu tahun 2009 hingga hari ini telah membawa perubahan mendasar
dalam pandangan Indonesia tentang sifat ancaman jihad transnasional. Menyusul
pemboman Jakarta pada tahun 2009 dan upaya pembunuhan terhadap presiden
yang digagalkan, Indonesia mulai memandang terorisme transnasional sebagai
ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional. Jenderal Ansyaad Mbai
ditugaskan di sebuah lembaga negara baru, Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT), untuk berkoordinasi dan merumuskan langkah-langkah dan
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implementasi kebijakan kontra terorisme. Sepanjang tahun 2010, penangkapan
meningkat lebih dari 100 dan mencerminkan tindakan-tindakan yang terlihat
sebelumnya selama tahun 2003. Saat munculnya IS, pihak berwenang Indonesia
telah mengambil langkah-langkah di luar pendekatan standar untuk melakukan
penangkapan dan melawan ancaman yang muncul. Para pejabat negara telah
mengeluarkan larangan untuk mendukung IS pada bulan Agustus 2014 dan
Presiden Joko Widodo terus mempertimbangkan peraturan pemerintah darurat
sementara, Perppu, yang akan semakin membatasi dukungan IS dalam bentuk:
dukungan lisan, perjalanan ke luar negeri untuk mendukung kelompok-kelompok
jihadis, dan mendukung ideologi jihad. (Johnson, 2016:30)

2.2.2 Pendekatan Hard Power dan Soft Power dalam Upaya Penanggulangan

di Indonesia

Pendekatan dengan hard power dan soft power ini akan menjadi salah satu yang
tidak hanya memasukkan unsur-unsur untuk memerangi aksi-aksi jihadis, tetapi
cara-cara yang digunakan untuk menangani mobilisasi individu masuk menjadi

anggota kelompok-kelompok radikal jihadis (Johnson, 2016:38).

a) Penanggulangan Terorisme secara Keras (Hard-Power)

Efektivitas pendekatan penanggulangan terorisme di Indonesia melalui
pembentukan lembaga dan penggunaan tindakan “keras” dicapai melalui
kombinasi penegakan hukum, proses peradilan dan penahanan tersangka teror.
Kelompok terorisme mengalami  kerugian besar akibat diri program ini. Ini
terbukti dengan penangkapan atau kematian para pemimpinnya. Hilangnya
kepemimpinan dan pengalaman semacam itu, merupakan bencana bagi organisasi

teroris dan kapasitas operasinya.
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b) Penanggulangan Terorisme secara Lunak (Soft-Power)

Program deradikalisasi dan disengagement oleh BNPT, POLRI dan Densus-88,
merupakan upaya untuk memajukan pendekatan kontra terorisme ke arah yang
komprehensif. Dari ratusan tersangka teror yang dipenjara sejak awal hanya 10-20
orang yang memutuskan untuk melepaskan diri dan memilih untuk bekerja sama
dengan POLRI. Pada tahun 2007, bertambah 20 anggota keluarga dan jihadis,
yang mendapat insentif oleh bantuan keuangan, secara langsung berpartisipasi

dalam konseling, yang awalnya berjumlah 400 kandidat potensial.

Menurut Brigadir Jenderal (purn) Suryadharma Salim, mantan Kepala
Detasemen Khusus 88, ekstremisme tidak dapat diakhiri hanya dengan kekerasan,
penekanannya harus pada program deradikalisasi. Penerapan pendekatan 'lunak’
disoroti oleh Brigadir Jenderal Tito Karnavian. la percaya bahwa upaya besar
harus dilakukan untuk mengatasi kemunculan yang baru, fenomena yang disebut
‘terorisme baru’, yang menurutnya sangat bermotif agama atau ideologis.
Pendekatan ‘'lunak’ menekankan pentingnya metode persuasif. Musuh tidak
dianggap sebagai entitas yang harus dihancurkan, tetapi harus diyakinkan akan

jalannya yang tidak benar.

Untuk memastikan hasil terbaik, setiap target ditangani oleh tim kecil yang
ditunjuk dari dua atau tiga petugas. Dengan mengadopsi metode persuasif, polisi
menggunakan teknik interogasi yang tidak konvensional. Ini termasuk
mengizinkan para tahanan untuk bertemu dengan keluarga mereka, memberikan
bantuan keuangan kepada keluarga mereka, dan membangun kontak dekat antara

perwira polisi senior dan tahanan, dengan, misalnya, makan bersama, dll.
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Pendekatan ini memiliki tiga tujuan: membujuk untuk meninggalkan kekerasan
dan membimbing tahanan untuk melepaskan diri dari lingkungan sosial
sebelumnya dan akan mengarah pada deradikalisasi ideologis; mendorong mereka
untuk memberikan kepada tim intelijen data jaringan dan aktivitas teroris mereka;
menjadi agen untuk mempengaruhi narapidana dan militan lain untuk bekerja

sama dengan pihak kepolisian.

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya memenangkan perasaan
dan pikiran publik dan melakukan pendidikan kepada publik tentang bahaya
ideologi ekstremis. Hal sama disadari oleh Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program
pendidikan publik. Sejak November 2010, BNPT telah menyelenggarakan
setidaknya selusin seminar tentang deradikalisasi dalam komunitas Muslim di
Indonesia. BNPT bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
terdiri dari perwakilan berbagai organisasi Muslim dan organisasi non-
pemerintah. Sayangnya para pendukung faham radikalisme telah menanggapi
kampanye pemerintah dengan cerdik. BNPT sadar akan pentingnya bekerja sama
dengan organisasi Muslim arus utama dan telah menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) dengan setidaknya delapan institusi Islam untuk
melaksanakan program-program penanggulangan terorisme pendidikan. Hal yang
terbaik adalah membiarkan lembaga-lembaga Islam tersebut melakukan pekerjaan
kontra radikalisasi di masyarakat sementara BNPT melanjutkan dengan
keterlibatan publik dalam topik keamanan atau non-agama. (Arianti dan Saripi,

2012:24)
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2.2.3 Media Massa dan Perlawanan terhadap Terorisme di Indonesia

Kasus terorisme adalah berita yang layak, karena bersifat langsung, visual,
dramatis dan tidak terduga. Audiens juga ingin mengetahui kepribadian pelaku,
korban dan juga otak dibalik teror. Namun, dalam pelaporan tindakan terorisme,
jurnalis dianggap tidak hanya mewakili atau meliput terorisme, tapi juga
merupakan bagian dari tindakan terorisme. Media dalam pelaporan berita dan
aktor kekerasan justru menciptakan teror. Tindakan terorisme direncanakan
dengan seksama untuk memastikan media menyebarkan berita tentang serangan

tersebut kepada masyarakat luas (O’Loughlin, 2016:582).

Ketika media memberi perhatian pada tindakan terorisme dimana
organisasi teroris juga menginginkan peliputan untuk menyebarkan ketakutan,
media akan menjadikan suatu kejadian lebih mengerikan. Media harusnya
menjadi sumber informasi akurat yang bisa diandalkan khalayak. Namun, mereka
bisa mengubah cerita tertentu menjadi propaganda, sengaja atau tidak. Sehingga
perlu kolaborasi pemerintah dan media untuk memantau narasi. Tidak hanya
untuk menjaga agar media tetap jujur, tapi juga untuk melindungi negara dari
pemberitaan media yang memberi informasi kepada jaringan teroris lainnya
tentang target tertentu atau kapan harus bertindak. Congressional Research
Service Intelligence Brief menawarkan beberapa saran tentang bagaimana media
dan pemerintah dapat bekerja sama. Hal ini meliputi: (1) Pelatihan bersama antara
media dan pemerintah; (2) Mendirikan pusat respon informasi terorisme di
pemerintah; (3) Memanfaatkan kolom media untuk kejadian teroris; (4)
Menetapkan dan mempromosikan panduan liputan; dan (5) Memantau berita

terorisme dalam media (Perl, dalam O'Donnell and Gray, 2012: 50).
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Dengan mengadopsi pendekatan yang matang, media dapat menjadi
senjata yang bisa digunakan sebagai sarana penting untuk mengalahkan teroris.
Tantangan media adalah menciptakan model di mana media dapat digunakan
sebagai instrumen anti-teroris yang efisien yang akan menghilangkan “kerja
sama” dengan para teroris. Informasi yang didapat di lokasi aksi teror jangan
sampai merugikan korban atau keluarga korban teror "(Yakovenko, dalam

Peresin, 2007:13-16).

Indonesia, menurut Prajarto (2004:49), dapat mengadopsi strategi yang
digunakan pemerintah Australia dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme.
Elemen-elemen strategi yang digunakan untuk mendukung tujuan bersama antara
pemerintah dan media yang mengarah pada tersusunnya strategi media pemerintah
adalah dengan strategi public communication policies and guidelines, the
incorporation of media response and incident management strategies, media skills
and techniques, serta physical control. Pijakan utama dalam penerapan strategi ini
adalah legitimasi media untuk mendapatkan dan mewartakan informasi sebanyak
mungkin kepada publik dengan tujuan untuk memenuhi keseimbangan antara
kebutuhan publik dan kerahasiaan yang harus tetap dijaga. Pijakan berikutnya
adalah upaya agar kelompok teroris dan pendukung faham terorisme tidak
mendapatkan informasi tertentu yang dimasukan dalam kategori rahasia yang

dijaga demi penanganan insiden dan pemulihan keamanan..

2.2.4 Pemblokiran yang Dinilai Tidak Efektif di Era Internet

Perkembangan teknologi dan media baru (internet), terorisme telah lama

menggunakan Internet untuk tujuan rekrutmen, propaganda, dan penghasutan
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untuk pengumpulan data dan penggalangan dana. Manfaat dari media baru
diyakini memunculkan alone wolf atau serigala tunggal yang kerap melakukan
aksi secara individu di Barat, bukan anggota organisasi teroris. Terorisme serigala
tunggal adalah jenis terorisme yang paling cepat berkembang, terutama di Barat,
di mana semua serangan serigala tunggal baru-baru ini melibatkan individu yang

direkrut, dilatih, dan melalui platform media sosial.

Kemunculan media sosial membuat kelompok radikal dan teroris
menyebarkan gagasan secara mudah dan gratis melalui banyak modalitas,
termasuk situs web, blog, situs jejaring sosial, forum, dan layanan video-sharing.
Periset di seluruh dunia dari disiplin ilmu seperti psikologi, keamanan,
komunikasi, dan ilmu komputer sibuk dalam mengembangkan teknik untuk
merespons aktivitas terorisme online. Mengakui ancaman online, strategi kontra-
radikalisasi Amerika, menyatakan bahwa “Internet telah menjadi elemen yang
semakin kuat dalam proses radikalisasi” dan bahwa “program dan inisiatif baru
harus menyadari sifat ancaman secara online.” Beberapa pihak mengidentifikasi
kekurangan strategi kontra-radikalisasi online AS, dimana pendekatan yang
ditujukan untuk membatasi kebebasan berbicara dan menghapus konten dari
Internet tidak hanya yang paling tidak diinginkan, tapi juga tidak -efektif.
Seharusnya, pemerintah memainkan peran yang lebih energik dalam mengurangi
radikalisasi dan pesan ekstremis. Presiden Wilson Center, Jane Harman
berpendapat bahwa "kita perlu menggunakan alat terbaik yang kita ketahui untuk
melawan radikalisasi pesan dan untuk membangun jembatan bagi yang rentan.
Naratif dapat mengilhami orang untuk melakukan hal-hal yang mengerikan, atau

untuk mendorong suara ekstremis (Weimann,2014:14-15).
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Conway mengklaim bahwa lebih dari 30 kelompok telah mengoperasikan
situs web pada tahun 1998, dan pada tahun 2005 "hampir setiap kelompok teroris
yang diketahui memanfaatkan internet. Gabriel Weimann (2008) mencatat bahwa
Al-Qaeda mengoperasikan sekitar 5.600 situs web dan 900 muncul setiap tahun.
Dapat dikatakan bahwa kebanyakan situs web teroris menunjukkan kesia-siaan
penyensoran di era digital. Kebijakan sensor juga mendapat kritik dari aktifis
demokrasi yang menganggap bahwa risiko yang muncul setelah penyensoran

adalah dapat mengikis demokrasi. (Ubayasiri, 2014: 808-810).

2.3 Diskursus Baru dalam Upaya Melawan Terorisme

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa komunikasi adalah faktor penentu dari
keberlangsungan eksistensi dari kelompok terorisme seperti al-Qaeda.
Komunikasi pula adalah sesuatu hal yang penting, dalam hal ini untuk melawan
terorisme, di luar tindakan militer. Slogan “War On Terror” telah menghasilkan
wacana baru perlawanan terhadap teror, dimana dunia barat seakan-akan
dihadapkan dengan kelompok Islam yang kemudian (sayangnya) memunculkan

Islamophobia.

Dalam kajian kebijakan kontra terorisme narasi menjadi hal yang hangat
dibicarakan di beberapa pembentuk kebijakan. Koordinator Nasional untuk
Kontra Terorisme Belanda merilis keseluruhan koleksi sumbangan oleh akademisi
dan periset tentang "Melawan Narasi Ekstrim yang Ekstensif" pada tahun 2010.
Di Amerika sendiri, sebuah dokumen Gedung Putih tentang pencegahan
ekstremisme menyatakan bahwa 'Radikalisasi yang mengarah pada ekstremisme

mencakup difusi ideologi dan naratif yang memberi masukan pada keluhan,
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menyalahkan, dan melegitimasi penggunaan kekerasan terhadap orang-orang yang
dianggap bertanggung jawab ‘(White House, 2011). Pihak Inggris, (Home Office,
2011) menyebutkan ‘'narasi' atau 'kontra naratif' dua puluh lima kali lebih

diprioritaskan dalam kontra terorisme (Archetti, 2014b:218)

Narrative dalam proses pencegahan terorisme kemudian dibedakan
menjadi dua, yakni naratif individu dan naratif kelompok. Naratif individu
dipengaruhi dan dibentuk salah satunya oleh identitas seseorang, yang kemudian
berpengaruh pada cara seseorang menafsirkan sebuah informasi yang diterimanya.
Naratif kolektif biasanya dipengaruhi oleh satu pemikiran yang mampu
memegang kontrol dalam sebuah kelompok, dan hal tersebut dikenal sebagai
tokoh/pemimpin kelompok. Keterlibatan unik dan interpretasi informasi semacam
itu akan membentuk perilaku seseorang yang akan mempengaruhi posisi

seseorang di dalam konstelasi hubungan (Archetti, 2014c:13).

Sejalan dengan konsep tersebut, beberapa negara memiliki wacana
komunikasi anti teror yang berbeda. Inggris dan Denmark memiliki strategi
nasional untuk menangani terorisme. Di Inggris ada strategi over-arching yang
dikenal di CONTEST, menyatukan upaya berbagai lembaga untuk menghadirkan
empat alur aktivitas: Mencegah, Mengejar, Melindungi, dan Menyiapkan. Di
Denmark, terbagi beberapa aspek persiapan dan respon yang berbeda, dan dengan
strategi yang terpisah. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam pendekatan,
keduanya menyadari pentingnya komunikasi kontra-terorisme. Kedua negara telah
mengembangkan komunikasi online, cetak, dan tatap muka untuk menangani

radikalisasi, yang dirancang untuk berbagai khalayak. Namun, masing-masing
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hanya memiliki produk komunikasi terbatas untuk populasi yang lebih umum.
Pemerintah Inggris lebih menekankan pada komunikasi dengan organisasi dan
komunitas keagamaan yang mungkin paling tepat untuk mengenali tanda-tanda
radikalisasi. Di Denmark, tidak ada kampanye pemberantasan atau mitigasi
kontra-terorisme berskala besar, namun kampanye tingkat lokal yang menargetkan
komunitas rentan tertentu sangat ditekankan. (Parker, Pearce, Lindekilde &

Rogers, 2017: 4-5).

2.3.1 Diskursus Baru Kontra Terorisme di Indonesia

Telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai cara penanggulangan terorisme di
Indonesia, dimana pencegahan terorisme dibagi menjadi dua, yakni cara keras,
yakni penyergapan dan penangkapan; serta juga cara halus, yakni dengan
melakukan deradikalisasi, yakni upaya untuk mengembalikan para pelaku
terorisme menjadi moderat, dan kembali mencintai bangsa, negara dan juga
mengedepankan  kemanusiaan.  Pemerintah, melalui Badan  Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali mengeluarkan kebijakan baru demi
memaksimalkan program pencegahan terorisme di tingkat “akar rumput”. Sama
halnya dengan pemerintah Denmark, tentang memaksimalkan kampanye
pencegahan terorisme di tingkat lokal dan komunitas rentan seperti pesantren,
lembaga dakwah kampus dan masjid, BNPT membentuk Forum Koordinasi
Pencegahan Terorisme (FKPT), yang menjadi agen BNPT didaerah yang
memiliki tugas utama untuk merangkul komunitas lokal dalam hal pencegahan

terorisme dan faham radikalisme.



55

Untuk memaksimalkan tugas FKPT dalam melakukan pendekatan dengan
komunitas lokal serta proses pencegahan terorisme dan faham radikalisme
ditingkat lokal awalnya FKPT membentuk beberapa bidang, yaitu: pertama
bidang media, bidang yang khusus membangun relasi dengan media dan juga
melakukan pelatihan dan diskusi dengan media terkait peliputan tentang kasus
terorisme. Kedua, bidang dakwah, bidang yang melakukan relasi dengan penyuluh
agama dan ke takmir masjid, dengan tujuan utama agar penyampaian pesan-pesan
dan ayat-ayat damai yang dilakukan di masjid dan forum agama lebih ditekankan.
Ketiga, bidang kepemudaan dan perempuan, bidang ini melakukan relasi dengan
organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, dan juga melakukan relasi dengan
lembaga dakwah kampus, demi tercapainya penyebaran narasi-narasi dalam
pencegahan terorisme di lembaga rentan seperti di kampus dan sekolah serta
pesantren. Keempat, bidang ekonomi, dibentuk untuk mengelola dana utamanya
yang masuk dari pemerintah pusat, sebab FKPT Jawa Timur memiliki pendanaan
yang bersumber dari APBN, yang memang dikhususkan untuk pencegahan
terorisme didaerah yang nantinya juga di alokasikan untuk program-program di
daerah jawa timur. Kelima, bidang penelitian, bidang yang melakukan kajian-
kajian terlebih dahulu tentang potensi radikalisme dan terorisme didaerah,
sebelum bidang lain turun ke lapangan, setelah diketahui daerah yang harus
dijadikan prioritas dalam pencegahan terorisme dan radikalisme (wawancara

dengan Wahyu, Pengurus FKPT Jatim, April 2018).

2.3.1.1 Pondok Pesantren dan Doktrin Terorisme
Sepanjang tragedi aksi teror di Indonesia, terorisme atas nama agama adalah

yang paling besar dan paling dikenal. Paska meledaknya bom di hotel Ritz-
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Carlton dan JW Marriot pada 17 Juli 2009 di Jakarta, kecurigaan dan pandangan
negatif terhadap pesantren dan sekolah Islam di Indonesia dianggap memiliki
hubungan dengan ideologi Islam radikal (Nakamura, 1983; dalam Woodward,
Rohmaniyah, Amin dan Coleman, 2010:28). Setidaknya ada sekitar puluhan ribu
pesantren di Indonesia, yang sebagian besar terkait dengan organisasi Muslim
Nahdlatul Ulama (NU) (G.Barton and G. Fealy, 1996; dalam Woodward,

Rohmaniyah, Amin dan Coleman, 2010:28).

Pelaku terror, seperti Imam Samudera, Amrozi, Ali Imron, Ali Ghufron,
dikenal sebagai orang-orang pesantren yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur,
yang namanya mencuat karena terlibat dalam bom bunuh diri di Bali. Setelah
peristiwa itu, tidak sedikit tuduhan yang menyerang pesantren sebagai tempat
berkembangnya terorisme dan pemahaman ekstrimisme, meskipun pada akhirnya
image negatif tersebut bisa diperbaiki. Dalam sejarah perkembangan Islam di
Indonesia, Jawa Timur dikenal sebagai basis Nahdlatul Ulama (NU), organisasi
Islam terbesar yang dikenal mempertahankan nilai-nilai tradisional dan bersikap
apresiatif serta terbuka terhadap tradisi lokal. Nahdlatul Ulama dikenal
menguasai hampir semua daerah di Jawa Timur dan tersebut dilakukan melalui

sistem pendidikan pesantren (Anwar, 2013).

Peran pesantren dan madrasah dalam mengembangkan dan
mempertahankan kekuatan Islam sangat besar di Indonesia. Dalam lingkaran ini,
elit agama Islam bertahan secara otonom tak tersentuh selama bertahun-tahun
(Jerard, 2015:53). Citra positif juga dimiliki pesantren dalam memperkuat ahlak

dan perilaku remaja baik putra dan putri yang mampu untuk sekolah di pondok
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pesantren dan menjadi tempat pembentukan karakter yang positif. Namun seiring
banyaknya teror bermuatan agama yang terus menyerang dan mengisi semua
media mainstream di Indonesia, pesantren kerap dikaitkan dengan perilaku

terorisme, khususnya teror berkedok agama Islam.

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Woodward, Rohmaniyah,
Amin and Coleman (2010:32), membantah Kketerlibatan pesantren dalam
pertumbuhan kelompok teror berdasar agama. Pendidikan agama yang diterima
remaja di pesantren tidak mendorong mereka menuju ekstremisme, malah justru
sebaliknya. Pesantren membantu untuk membentengi mereka terhadap
radikalisme/ekstrimisme. Bagi banyak remaja dari keluarga sholen namun miskin,
pesantren adalah pintu gerbang menuju pendidikan tinggi di jurusan humaniora,
ilmu pengetahuan alam, kedokteran, hukum, dan teknik karena sebagian besar
mahasiswa di Universitas Islam di Indonesia baik negeri maupun swasta

menawarkan beasiswa dan kerjasama dengan beberapa pesantren.

Sebagai organisasi yang memiliki pengaruh kuat di Jawa Timur,
khususnya Malang, Nahdlatul Ulama memiliki afiliasi dengan sebagian besar
pesantren besar di Malang. Salah satunya pesantren besar yang memiliki afiliasi
dengan Nahdlatul Ulama di Malang adalah Pondok Pesantren Al-Khoirot.
Sebagai salah satu pesantren yang membangun relasi dengan organisasi
kemasyarakatan berbasis agama Islam yang juga terbesar di Indonesia yakni
Nahdlatul Ulama, Pesantren Al-Khoirot mengadopsi kultur dari NU, sebab dinilai
tepat untuk kultur pesantren yang juga memegang teguh faham Ahlussunnah Wal

Jamah. Walaupun pihak pesantren tidak satupun yang terlibat dalam struktur
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kepengurusan organisasi NU, dengan alasan pesantren hanya mengadopsi kultur,

bukan terlibat dalam struktur.

Nahdlatul Ulama sendiri merupakan organisasi Islam di Indonesia yang
lahir pada 31 Januari 1926 oleh para ulama yang memiliki kesamaan wawasan
keagamaan, organisasi ini diberi nama Nahdlatul ulama yang berarti
“Kebangkitan Para Ulama”. Proses kelahiran tersebut tidak terlepas dari konteks
waktu itu dimana perkembangan dunia Islam setelah runtuhnya kerajaan Turki
Utsmani dan penaklukan Arab Saudi oleh Wahhabisme, serta organisasi Islam di
Indonesia yang dinilai menyebarkan satu gabungan antara doktrin wahabi

(Asyari,2010:75-76).

Nahdlatul Ulama (NU), dengan sekitar delapan puluh juta pengikut, adalah
gerakan Sufi Asia Tenggara terbesar. NU di Jakarta dan berbagai daerah di
Indonesia dipimpin oleh kyai, tokoh karismatik yang menggabungkan atribut
ulama Syar'iah dan sufi syechs. Ada lebih dari 15.000 pesantren yang berafiliasi
dengan Nahdlatul Ulama yang dengan keras menentang terorisme dan bentuk-
bentuk kekerasan lainnya serta mempromosikan pluralisme agama sejak
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memimpin tahun 1984. (Woodward, Umar,

Rohmaniyah, and Yahya, 2013:73)

Pondok Pesantren Al-Khoirot didirikan oleh KH. Syuhud Zayyadi pada
1963. Beliau merupakan bagian dari keluarga besar Bany Itsbat (Bani Isbat)
dengan silsilah nasab sampai ke salah satu Walisongo (Sunan Drajad / Sunan
Ampel / Sunan Giri), sebagai tokoh yang dikenal penyebar agama Islam di

Nusantara. Pondok pesantren ini awalnya merupakan lembaga pengajaran Islam
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dengan format salaf (tradisional) murni dengan sistem pengajian sorogan dan
wethonan/bandongan. Pada tahun 1966, Madrasah Diniyah (madin) Annasyiatul
Jadidah didirikan. Madin ini menitikberatkan pada pendidikan ilmu agama
dengan sistem klasik dari kelas 1 sampai kelas 6 ibtidaiyah. Pada tahun 1977,
Madrasah Tsanawiyah (sederajat Sekolah Menengah Pertama) mulai dirintis oleh
Kyai Syuhud, namun hanya bertahan kurang dari setahun karena banyaknya
kendala, kemudian didirikan kembali pada tahun 2009 bersamaan dengan
didirikannya Madrasah Aliyah (setara Sekolah Menengah Atas) dengan nama
MTS Al-Khoirot dan MA Al-Khoirot oleh Kyai Ahmad yang kemudian dengan
cepat dikenal masyarakat lingkungan sekitar Kabupaten Malang, dan bahkan

berkembang dikenal tidak hanya di pulau Jawa, namun juga di luar pulau Jawa.

Sama halnya dengan wacana radikalisme yang diwaspadai oleh organisasi
Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Al-Khoirot pun mewaspadai pemikiran
Wahhabiisme yang dianggap berbahaya. Di Indonesia, istilah Wahhabi dianggap
sebagai faham yang digunakan dengan cara yang sangat tidak tepat (Woodward,

Rohmaniyah, Amin and Coleman, 2010:36-37).

Proses pencegahan pemahaman kekerasan dan intoleran merasuki setiap
individu di pesantren tersebut, baik ustadz, guru, maupun santri, pengasuh
pesantren, kyai Fatih menulis buku dengan judul Ahlussunnah wal Jamaah yang
disusun dari berbagai kajian yang menjadi acuan dalam memperkokoh
pemahaman Islam yang Rahmatallil Alamin selama ini di pesantren. Tujuan dari
hal tersebut agar narasi yang telah diproduksi bisa digunakan oleh seluruh

guru/ustads maupun santri atau juga pihak diluar pesantren. Proses yang selama
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ini dilakukan adalah kajian/ceramah setelah ibadah Sholat Isha dan Sholat subuh,
dimana Kyai Ahmad begitu juga pengasuh pondok pesantren sebelumnya,
memberikan ceramah tentang Islam Rahmatallil Alamin kepada seluruh santri
yang juga diikuti oleh ustad dan guru dengan tujuan untuk memperkuat narasi

Islam yang santun tanpa kekerasan kepada seluruh warga pesantren.

Pesantren yang dibangun pada sekitar tahun 1963 oleh Kyai Zuhud ini pada
awalnya mengaplikasikan metode Salaaf yang hanya mengkaji kitab-kitab Islam.
Kemudian setelah Kyai Ahmad Fatih Zuhud menyelesaikan studi S1 sampai S3 di
India pada tahun 2007. Modernisasi pun dilakukan dengan menambahkan materi-
materi yang tidak hanya berfokus pada materi ke-Islaman namun juga materi
formal seperti sekolah SMA lainnya. Hal tersebut diambil oleh Kyai Ahmad Fatih
karena beliau menganggap bahwa ilmu Agama memang penting namun tidak
seharusnya ilmu dunia harus dihilangkan dan tidak penting sama sekali, sehingga
pesantren hanya akan mencetak santri-santri yang hanya menjadi imam/
penceramah agama, seharusnya santri bisa menjadi ahli di bidang lain seperti
sains dan teknologi dan bisa bersaing di nasional maupun internasional. Pada
tahun 2018 jumlah santri yang tercatat aktif di pesantren Al-Khoirot mencapai
kurang lebih dari 400 santri putra (belum termasuk santri putri), mulai dari santri

sekolah formal sampai santri dewasa yang ada di Madrasah Diniyah (Madin).
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Gambar 2.1: Situs resmi Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang

2.3.1.2 Masjid dan Penyebaran Faham Radikalisme

Salah satu ketakutan yang diantisipasi oleh pihak penanggulangan terorisme di
Indonesia adalah penyebaran terorisme berbasis agama salah satunya melihat
perkembangan Islamic state Irak and Syam (ISIS) atau Islamic State (IS). Pihak
pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
meyakini adanya indikasi dimana anggota-anggota IS menyusup dan
memanfaatkan sejumlah mesjid lokal dan menyampaikan pidato berapi-api
dengan tujuan untuk ikut serta dalam jihad di Timur Tengah. BNPT juga mulai
bekerja sama dengan para ulama Muslim untuk meyakinkan masyarakat lokal
bahwa tujuan IS bertentangan dengan pesan perdamaian Islam. Mayoritas
pemeluk Islam di Indonesia, dari kalangan moderat hingga konservasionis, telah
mengutuk IS. Beberapa komunitas lokal bahkan mengambilalih kembali masjid-
masjid yang telah disusupi oleh para aktivis IS. Fakta bahwa IS bermaksud
menghancurkan semua simbol budaya Islam pun menjadi penyebab mereka

mendapat penolakan (Njoto-Feillard, 2014:1).
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Masjid juga menjadi lokasi yang dinilai tempat mendiskusikan ilmu Islam
dan isu internasional selain di kampus. Kelompok diskusi berbasis Masjid adalah
salah satu kendaraan yang paling penting untuk menyebarkan ajaran ekstremis di
kalangan orang muda berpendidikan maupun yang tidak. Program kajian atau
diskusi yang dilakukan di masjid dinilai lebih sulit untuk dipantau atau
dikendalikan dari pada yang dilakukan di pesantren atau di kampus universitas.
Masjid adalah ruang publik dan terbuka untuk semua orang percaya. Hal ini
menjadikan masjid sebagai tempat ideal untuk menyatukan pemahaman
keagamaan dari berbagai pandangan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa
komunitas masjid secara keseluruhan memiliki kecenderungan ke arah yang
negatif. Namun ada beberapa masjid yang diketahui memberi sanksi pada
kegiatan ekstremis, meski biasanya hanya secara informal. (Mark Woodward,

dkk, 2010:36).

Sejak 2007, Kementerian Agama secara aktif melawan radikalisasi dan
ekstrimisme di masjid dengan membentuk program “anti-bom bunuh diri”, karena
kementerian percaya bahwa semua institusi agama dan budaya perlu dimobilisasi
dan dilibatkan dalam proses melawan radikalisme/terorisme. Remaja dan kaum
muda diakui sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap radikalisasi, dan
pemerintah menganggap sekolah dan masjid sebagai afiliasi penting dalam

melawan pedagogi jalanan tersebut (Meijer, dkk, 2012: 99).

Masjid menjadi tempat strategis untuk menyebarkan narasi pencegahan
terorisme. Bekerjasama dengan pengelola masjid, mulai dari pengurus masjid

hingga pemateri dalam kajian rutin yang dilakukan di masjid tersebut adalah hal
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yang penting di pertimbangkan menjadi sekutu dalam penyebaran narasi
pencegahan terorisme. Di Malang, salah satu dari sekian banyak masjid yang
kerap melakukan kajian rutin setiap hari, adalah Masjid Abu Dzar Al-Ghifari di
perumahan Griya Santa, Malang, Jawa Timur. Dalam proses penyebaran
pemahaman Islam, Masjid ini dikenal luas di kalangan masyarakat kota Malang.
Selain karena jadwal yang sejak awal ditentukan dalam kajian, tema materi yang

menjadi bahan diskusi sudah ditentukan oleh panitia masjid.

Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, dibangun pada tahun 1996, saat perumahan
Griya Santa mulai dihuni oleh beberapa keluarga yang bermukim di perumahan
tersebut. Pada saat yang sama, kajian rutin pun telah dilakukan dan pengelolaan
kajian telah di tetapkan, walau tidak serutin seperti sekarang karena faktor relasi
ulama (guru) yang belum luas dan tidak sebanyak sekarang. Seiring
berkembangnya waktu, dimana infrastruktur mulai membaik dan relasi dengan
tenaga muballig (pemateri/penceramah) sudah banyak, kajian rutin pun dilakukan
pada setiap malamnya, selepas melaksanakan ibadah Sholat magrib, sehingga
jamaah yang menghadiri kajian pun semakin berkembang. Namun, disisi lain,
jamaah yang hadir tidak bisa di prediksi dari kelompok mana saja, sehingga tidak
jarang jamaah yang hadir juga dihadiri oleh anggota-anggota kelompok ekstrimis,

dan akan memperburuk citra masjid Al Ghifari sendiri.

Pada tahun 2015 sebuah berita yang di terbitkan oleh salah satu portal
berita online nasional, yakni viva.co.id memberitakan bahwa Abu Djandal, salah
satu pimpinan ISIS Indonesia pernah memberikan ceramah agama di Masjid Al-

Ghifari Malang, dan hal tersebut langsung di bantah oleh pengurus masjid Al-
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Ghifari, yang juga di terbitkan oleh viva.co.id pada edisi 31 maret 2015. Pada
desember 2017 lalu pun media lokal memberitakan Masjid Al-Ghifari memiliki
hubungan dengan terduga terorisme. Kiki Rizky, terduga teroris yang tertangkap
di Malang, mengaku mengenal Abu Jandal (pimpinan IS Indonesia) di masjid Abu
Dzar Al-Ghifari. Hal tersebut dibantah oleh Sekretaris Lembaga Dakwah
Pendidikan dan Sosial Masjid, Dino Sudana, yang menyatakan bahwa masjid ini

tidak memiliki keterkaitan dengan terduga teroris.

Untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar maupun pihak
pemerintah kabupaten/kota Malang, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari mem-posting
setiap jadwal kajian dan tema kajian, serta pembawa materi kajian di situs pribadi
milik mereka. Memanfaatkan internet dengan maksimal, masjid ini memiliki
pengurus harian yang manangani khusus masalah informasi dan multimedia.
Sehingga, Masjid Al-Ghifari memiliki hampir semua platform media sosial.
Youtube menjadi salah satu paltform yang digunakan untuk mengunggah hasil
kajian dalam bentuk video ke media tersebut untuk dapat disaksikan oleh jamaah

yang tidak sempat hadir pada malam kajian.

Susunan Personalia
LEMBAGA DAKWAH, PENDIDIKAN DAN SOSIAL
ABU DIAR AL-GHIFARI

Akta Notaris.: Faisal A. Waber. No. 5 Tgl 13 Agustus 2012
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Gambar 2.2 : Struktur organisasi ketakmiran masjid Abu Dzar Al-Ghifar
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2.3.1.3 Perguruan Tinggi sebagai Sasaran Faham Terorisme

Selain kelompok radikal-ekstrim yang jelaskan sebelumnya dalam bab ini,
terdapat kelompok lain yang diyakini melakukan penyebaran faham radikalisme
dalam kampus, yaitu kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Salah satu
kelompok yang pada tahun 2011 sampai 2014 menjadikan mahasiswa sebagai
bagian utama dalam pergerakannya di Indonesia, hal tersebut tentu menjadi
catatan penting bagi dunia pendidikan di perguruan tinggi, sehingga dikeluarkan
kebijakan untuk melakukan counter of radicalism di lingkungan kampus oleh

Menteri Pendidikan dan Budaya.

Melihat pergerakan NII di lingkungan kampus, beberapa pihak menganggap
dan merasa pesimis jika NII akan hilang dan mati di Indonesia. Hal itu di nilai
karena beberapa alasan, pertama, doktrin hijrah dimana seseorang diarahkan
pemahamannya bahwa dasar negara Indonesia yakni pancasila bukanlah ideologi
tetapi sekedar dasar negara yang dapat diubah menjadi ideologi lain yakni dasar
Islam. Kedua, pemahaman tentang slogan mati syahid atau hidup mulia, yang

diterjemahkan oleh NIl dengan mendirikan negara Islam, yang diawali dengan
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menegakkan syariat Islam. Hidup mulia dalam pandangan NIl adalah mendirikan
sebuah negara Islam sampai titik darah penghabisan dimana pengorbanan hidup
dan keluarga adalah konsekuensinya. Ketiga, doktrin bahwa Islam bukan hanya
sebuah agama namun urusan “Tuhan sebagai aturan, sistem, dan hukum”. Agama
Islam harus dipahami ke keseluruhan sistem, aturan hidup, dan hukum yang ada di
muka bumi. Sehingga tidak boleh ada aturan dan hukum di muka bumi yang
berasal selain dari Tuhan, sebab Tuhan Yang Maha Membuat Hukum bukan
manusia. Tiga Doktrin itulah yang selalu diproduksi ulang oleh NII sejak zaman
dahulu hingga sekarang (Mulkhan dan Singkh, dalam Qodir, dalam Azra,

2017:314).

Beberapa faktor penyebab yang menjadi pendorong kenapa siswa
mahasiswa lebih khususnya mahasiswa semester baru terlibat dalam aksi dan
gerakan terorisme adalah karena keterasingan, keterpurukan ekonomi, dan
keingintahuan atas pemahaman baru yang mendorong mereka terlibat.
Lingkungan sekolah atau perguruan tinggi yang didukung model sosial yang
memadai dapat menumbuhkan perilaku radikalisme (Kemenpora, dalam Azra,

2017:316).

Remaja adalah kelompok rentan yang mudah direkrut menjadi bagian dari
ajaran keagamaan yang ekstrim, khususnya remaja yang belum benar-benar
faham dan tidak tahu tentang Islam. Sebagian besar adalah mahasiswa di bidang
ilmu-ilmu alam atau bidang teknik termasuk IImu Komputer. Begitu mereka

menemukan Islam, mereka membawa epistemologi positifistik yang "rasional”
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untuk mempelajarinya dan cenderung langsung memaknai teks teologis sebagai

mana yang dituliskan (Woodward, Rohmaniyah, Amin and Coleman 2010: 45).

Kehadiran kelompok diskusi tertutup ini merupakan indikator utama
aktivitas ekstremis. Kelompok ini sangat sulit dipantau, apalagi diatur, terutama di
universitas (Woodward, Rohmaniyah, Amin and Coleman, 2010:35). Tidak jarang
BNPT melakukan diskusi dan seminar seputar deradikalisasi dan upaya
pencegahan terorisme sebagai cara menyebarkan narasi pencegahan terorisme,
namun di sisi lain setelah itu dilakukan pihak radikalisme juga melakukan upaya

yang sama, sehingga perang narasi pun kerap terjadi.(Arianti and Saripi, 2012:2).

Di tingkat akademisi dan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia juga
merupakan khalayak utama program deradikalisasi BNPT. Dari tahun 2011
sampai 2014, BNPT menargetkan universitas-universitas yang ada di bawah
naungan Kementerian Agama, termasuk Universitas Negeri Islam (UIN) dan
Institut Agama Islam (IAIN), yang tersebar di seluruh nusantara. Sebagali
konsekuensinya, pergeseran orientasi ini menyebabkan BNPT mengurangi
komunikasi dan kerjasama mereka dengan khalayak target lainnya (Abubakar,

2016:4).

Banyak analisis selama ini yang menyatakan bahwa perekrutan jaringan
radikal di kalangan mahasiswa biasanya ditujukan kepada perguruan tinggi umum
dan lebih khusus lagi mahasiswa di fakultas-fakultas eksakta. Hal tersebut dinilai
karena beberapa alasan, salah satunya adalah ketika kritisisme dan kreatifitas
mahasiswa tersumbat atau sengaja disumbat, maka sangat mungkin mahasiswa

mencari escapisme (pelarian) terhadap gerakan-gerakan radikal yang menurut
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mereka memberikan kebebasan berekspresi (tentu dengan pemahaman yang

sangat subjektif) (Saifuddin, 2011:28).

Selain NII, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap sebagai organisasi
transnasional yang menjadi penggerak narasi Islam di berbagai universitas-
universitas ternama di Indonesia, namun sayangnya wacana lIslamisme yang
dibawa oleh HTI dianggap meresahkan karena memiliki unsur politis yang
berbahaya terhadap pemahaman pancasila dan nasionalisme. Pada awalnya HTI
tumbuh subur dan dilegalisasi oleh negara. Berbeda dengan resistensi terhadap
keberadaan HT di berbagai negara, Indonesia memberikan ruang ekspresi politik
untuk HTI. Hizbut Tahrir Indonesia (HT1) merupakan bentuk dari gerakan sosial
yang memiliki 6 komponen: kolektivitas massa; sistem jaringan, identitas kolektif,

aksi kolektif, sikap disruptif, kesamaan tujuan/kepentingan.

Aktivitas penyebaran ideologinya dikenal dengan sebutan halagah. Melalui
halagah propaganda ideologi HT disebar kepada jejaring kampus melalui
Lembaga Dakwah Kampus, seperti di Universitas Padjajaran, Universitas
Hasannudin dan IKIP Malang (Salim, 2016; Loveita, 2017:7). Basis dari gerakan
ini adalah masjid-masjid dan berawal di kampus. Beberapa masjid kampus
merupakan cikal bakal gerakan tarbiyah di Indonesia, seperti Masjid Salman ITB
dan Masjid Al-Falah IPB (Qodir, 2008; Loveita, 2017:8). Dalam perkembangan
pergolakan sosial politik di Indonesia, HTI di bekukan oleh pemerintah karena

dianggap telah menyebarkan faham yang mengancam ideologi bangsa.

Malang sebagai salah satu Kota Pendidikan di Indonesia, memiliki beberapa

kampus negeri, seperti Universitas Brawijaya yang masuk ke dalam deretan
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sepuluh Universitas Terbaik di Indonesia. dalam daya yang di rilis olen BNPT
melalui situs resminya, menganggap bahwa narasi Islamisme di Jawa Timur lebih
nampak terlihat pada kalangan Islam rahmatan lil ‘alamin pemuda di dunia
kampus. Beberapa kampus di Jawa Timur bahkan dikenal sebagai tempat
berkembangnya beberapa kelompok Islamisme, seperti Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI) dan salafi. Kelompok-kelompok Islamisme ini tumbuh dengan baik di

kampus ini (Anwar, 2017:1).

Di Universitas Brawijaya Malang, kajian keagamaan, khususnya Islam, di
koordinir dengan hadirnya takmir masjid Raden Patah (MRP). MRP menjadi
pusat kajian Islam di Universitas Brawijaya yang kemudian membawahi Lembaga
Dakwah Kampus, baik LDK kampus/Universitas atau LDK yang berada di
masing-masing Fakultas. LDK Universitas yakni Unit Aktivitas Kerohanian Islam
Universitas Brawijaya (UAKI-UB) yang merupakan Lembaga Dakwah Kampus
di bawah naungan Universitas. Lembaga Dakwah Kampus ini memiliki tanggung
tanggung jawab secara langsung pada mahasiswa muslim di Universitas melalui
program-program mereka, maupun secara tidak langsung yakni melalui koordinasi
dengan Lembaga Dakwah di masing-masing Fakultas. Berawal dari kegiatan yang
diprakarsai oleh remaja masjid Raden Patah di Universitas Brawijaya, yang
kemudian diisi oleh mahasiswa dengan semangat yang sama dalam mengubah
remaja masjid menjadi Unit Aktivitas Kerohanian Islam (UAKI) yang eksis
hingga sekarang. Dibentuknya UAKI menggantikan remaja masjid salah satu
tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan dakwah intern dan ekstern

kampus yang rapi dan terintegrasi.
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Gambar 2.4: Beranda akun youtube resmi Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya
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Gambar 2.5: Situs resmi milik Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya
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